PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

KOTA SURABAYA TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3)
huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menetapkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya Tahun 2011-2015 dalam Peraturan Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya Tahun 2011-2015.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 24  Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH KOTA SURABAYA

Menetapkan :

dan

WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011-

2015.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi
Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Satuan Polisi
Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah
lain di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang ada.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara
terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah
untuk mewujudkan visi daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur
sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa
personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output),
dalam bentuk barang dan jasa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang
selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa
Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi
Jawa Timur untuk periode 5 (lima) tahun.



10.

11.

12.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Surabaya, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan Daerah Kota
Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB Il
KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011-2015 merupakan :

a.

(1)

)

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam
strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas
Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan
memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan
RTRW kabupaten/kota lainnya;

dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus
acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah
dalam mewujudkan pembangunan daerah yang
berkesinambungan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penetapan RPJMD Kota Surabaya dimaksudkan sebagai
dokumen perencanaan dalam Penyusunan Renstra-SKPD,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja SKPD,
dan perencanaan penganggaran.

Penetapan RPJMD Kota Surabaya mempunyai tujuan untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional,



provinsi dan kota serta dengan kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kota Surabaya Tahun 2011-2015 meliputi :

a.

BAB |

BAB I

BAB Il

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VI

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen, sistematika penulisan
serta maksud dan tujuan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum dan aspek daya saing daerah.

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat analisis kinerja keuangan masa lalu,
kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan
kerangka pendanaan.

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat analisis permasalahan pembangunan dan
isu strategis.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan
Kota Surabaya Tahun 2011-2015

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan umum vyang berisi arah
kebijakan pembangunan berdasarkan strategi
yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja
disertai penjelasan tentang hubungan antara



h.

J-

BAB VIII

BAB IX

BAB X

program pembangunan daerah dengan indikator
kinerja yang dipilih.

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait
disertai program yang menjadi tanggung jawab
SKPD dan pencapaian target indikator kinerja
pada akhir periode perencanaan yang
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja
pada awal periode perencanaan.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir
periode masa jabatan yang ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada
akhir periode RPIJMD dapat dicapai.

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
untuk menyusun dokumen perencanaan
pembangunan tahun pertama dibawah
kepemimpinan kepala daerah pada periode
berikutnya (2016-2020).

BAB V

ISI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Kota Surabaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target
sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka
penyesuaian dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran
pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran
sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
setiap tahunnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2011-2015

UMUM

RPJMD Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan Kota Surabaya
untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus
menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Surabaya dalam
menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional,
RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RTRW kabupaten/kota lainnya. RPIJMD digunakan
sebagai pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD serta
digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011-2015.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas






